
BUPATI B E R A U 

PROVINSI KALIAMNTAN TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN B E R A U 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI B E R A U , 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bupati 
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standarisasi Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kabupten Berau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Berau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 8); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN B E R A U 

dan 

BUPATI B E R A U 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran; 
c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 
e. Laporan Arus Kas; 
f. Laporan Perubahan Ekui tas ; dan 
g. Catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan 
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp 1.857.586.871.722,86 
b. Belanja Rp 1.893.782.504.877,38 

Surplus/Defisit Rp (36.195.633.154,52) 
c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp 643.929.257.352,39 
- Pengeluaran Rp 0,00 

Pembiayaan Netto Rp 643.929.257.352,39 
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d. S isa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 607.733.624.197,87 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai ber ikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (88.008.870.924,75) dengan rincian sebagai ber ikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 1.945.595.742.647,61 
b. Realisasi Rp 1.857.586.871.722,86 

Selisih lebih/kurang Rp (88.008.870.924,75) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (688.242.495.122,62) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp 2.582.025.000.000,00 
b. Realisasi Rp 1.893.782.504.877,38 

Seisih lebih/kurang Rp (688.242.495.122,62) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 600.233.624.197,87 dengan rincian sebagai ber ikut : 
a. Anggaran Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp (636.429.257.352,39) 
b. Realisasi Surplus/Defisit Rp (36.195.633.154,52) 

Selisih lebih/kurang Rp 600.233.624.197,87 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 643.929.257.352,39 
b. Realisasi Rp 643.929.257.352,39 

Seisih lebih/kurang Rp 0,00 



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai 
ber ikut : 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 7.500.000.000.,00 
b. Realisasi Rp 0,00 

Seisih lebih/kurang Rp (7.500.000.000,00) 
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 7.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 636.429.257.352,39 
b. Realisasi Rp 643.929.257.352,39 

Selisih lebih/kurang Rp 7.500.000.000,00 

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir 
Sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut : 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 643.929.257.352,39 
b. Penggunaan SAL Rp 643.929.257.352,39 
c SILPA Rp 607.733.624.197,87 
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 607.733.624.197,87 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2017 sebagai ber ikut : 
a. Jumlah Aset Rp 7.906.294.658.050,83 
b. Jumlah Kewajiban Rp 242.407.367.406,25 
c. Jumlah Ekui tas Rp 7.663.887.290.644,58 
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Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2017 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp 1.833.859.956.019,38 
b. Beban Rp 1.783.496.526.080,22 
c. Surplus/defisit dari Operasional Rp 50.363.429.939,16 
d. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (6.081.553.791,00) 
e. Surplus/defisit dari Pos Luar B iasa Rp (1.113.880.557,00) 
f. Surplus/defisit Laporan Operasional Rp 43.167.995.591,16 

Pasal 7 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2017 sebagai berikut: 
a. Saldo Kas Awal di BUD per 1 J a n u a r i 2017 Rp 643.062.646.768,16 
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 480.736.823.566,32 
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Rp (516.932.456.720,84) 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan Rp o,00 
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Rp 915.605.503,23 
f. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 299.914.258,00 
g. Kas di Bendaraha Penerimaan Rp 89.975.000,00 
h. Kas di B L U D Rp 14.967.880.253,88 
i . Kas di Bendahara FKTP-JKN Rp 2.702.602.667,08 
j . Kas di Bendahara BOS Rp 2.327.469.956,00 
k. Kas Lainnya Rp 48.994.919,00 
1. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2017 Rp 607.782.619.116,87 
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Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekui tas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 
31 Desember 2017 sebagai berikut: 
a. Eku i tas Awal Rp 7.668.809.393.138,59 
b. Surplus/Defisit LO R P 43.167.995.591,16 
c. Dampak Kumululati f Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan mendasar R P (48.090.098.085,17) 
d. Ekui tas Akhir Rp 7.663.887.290.644,58 

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in i , terdiri dari : 
a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 
Lampiran 1.2 Rincian laboran realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 
Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi 

program dan kegiatan; 
Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 
Lampiran 1.5 : Daftar J u m l a h Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon; 

b. Lampiran I I : Laporan Perubahan Saldo Anggaran; 
c. Lampiran I I I : Neraca; 
d. Lampiran IV : Laporan Operasional; 



e. Lampiran V Laporan Arus Kas; 
f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekui tas ; 
g- Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan; 
h. Lampiran VII I Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
i . Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; 
j - Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; 
k. Lampiran X I Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 
1. Lampiran X I I Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah; 
m. Lampiran X I I I Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan; 
o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
P- Lampiran XV I Daftar Dana Cadangan Daerah; 
q. Lampiran XVI I Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
r. Lampiran XVI I I Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
s. Lampiran X I X Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya (DPA-L); 
t. Lampiran X X Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 11 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : 
a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini; 
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan 

Daerah ini . 
Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 
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Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Berau. 

Ditetapkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 4 Oktober 2018 

Diundangkan di Tanjung Redeb 
pada tanggal, 4 Oktober 2018 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN BERAU, 

toh 

LEMBARATJ DAERAH KABUPATEN B E R A U TAHUN 2018 NOMOR 9 


